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Kata Pengantar 


Puji syukur disampaikan kepada Allah SWT. Tuhan yang maha 
kuasa atas limpahan rahmat dan karunianya dimana setiap usaha hambanya 
selalu diberikan nilaii kebaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada 
Junjungan alam Nabi Besar Mjuhammad SAW atas kesungguhan dan 
ketulusan beliau menyampaikan risalah sucii yang sampai pada ummatnya. 

Buku yang berada ditangan pembaca saat ini merupakan bagian dari 
sebuah penelitian dan sebagai bahan ajar pada mahasiswa, khususnya 
mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, sebagai peserta didik. Hal ini 
tidak terlepas dari berkembangan system perekonomian Islam mulai abad IX, 
dimana setelah ummat Islam lepas dari penjajahan Barat terdapat indikasi 
kuat untuk melaksanakan ajaran Islam dalam berbagai bidang. 
Perkembangan tersebut berpengaruh pada kondisi ke-Indonesia-an, lahirnya 
Bank Muamalat dan Takaful, sebagai contoh, merupakan salah satu respon 
terhadap keinginan di atas. 

Keberadaan perbankan syariah ditanah air selalu terkait dengan nilai- 
nilai syariah yang akan diusung. Kenyataan menunjukan bahwa nilai tersebut 
telah menjadi interaksi ulama dalam kehidupan sosial mereka. Dalam figh 
ditemukan pola hubungan antara pribadi dengan pribadi atau pribadi dengan 
kelompok dan seterusnya yang sering disebut dengan akad. Kondisi tersebut 
menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan perbankan syariah, lebih praktis, 
diperlukan sebuah lembaga seperti Dewan Syariah Nasional untuk menelisik 
lebih jauh relevansi kekinian akad-akad yang telah mapan tersebut. Alasan 
apa pun, kondisi tersebut tidak dapat terhindarkan karena sumber hukum 
materiil yang eksis ditemukan pada kitab-kitab figh sehingga 
pengadaptasiannya kedalam system perundangan disuatu Negara diperlukan 
multi pendekatan. Baik dari sisi konseptual, kelembagaan, dan hal lainnya. 
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Buku ini merupakan sebuah usaha untuk memahami sejauh mana hal 
tersebut berjalan tetapi berbagai keterbatasan selalu melingkupinya. Namun, 
tentu mampaat akan selalu dapat diambil. Mudah-mudahan usaha ini akan 
terus berjalan serta keinginan menampilkan ajaran Islam multi aspek akan 
menjadi multi efek dalam kehidupan kebangsaan serta kesejahteraan 
masyarakat dapat diraih secara signifikan. 

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung 
maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini diucapkan terima kasih. 
Semoga Allah SWT, Tuhan yang maha penguasa dan pemurah, selalu 
memberikan kekuatan dalam melahirkan karya-karya selanjutnya. 


Doy, Ulee Kareng, Juni 2010 


Dr. Ridwan Nurdin,MCL 
NIP. 196607031993031003 
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A. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam 

Sejak tahun 1960, telah mulai dikenal istilah ekonomi Islam, banyak 
ditemukan tulisan dalam berbagai bentuk seperti artikel, pamplet dan buku. 
Maksud dan tujuan tulisan ini adalah upaya untuk menemukan “blue print” 
sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.' Diharapkan perubahan 
paradigma ini akan mempunyai implikasi yang signifikan terhadap kegiatan 
ekonomi global.? Seperti pembebasan bunga yang dipahami identik dengan 
riba dan gharar (spekulasi, ketidak pastian, penipuan) serta maysir (judi) dari 
kegiatan dunia ekonomi? Dan agar kegiatan tersebut sesuai dan searah 
dengan nilai kemanuasian dimana hilangnya sifat eksploitasi dan manipulasi 
yang dilakukan oleh kalangan yang mempunyai modal besar (kapital) 
terhadap kelompok yang minus dalam banyak hal." 

Salah satu upaya dalam menanggapi keinginan di atas adalah 
munculnya berbagai pendekatan tentang pembelajaran ekonomi Islam. 
Vollen Nienhaus, dalam artikelnya, “Islamic Economics: Policy between 
pragmatism and Utopia” mengungkapkan bahwa terdapat empat pendekatan 
utama dalam kajian ekonomi Islam, yaitu pertama, pendekatan pragmatis, 
pendekatan yang dilakukan tidak banyak merubah struktur yang ada 
melainkan memberikan esensi baru bagi arah pelaksanaan yang dikehendaki. 
Contoh dari pendekatan ini adalah penerimaan sarjana muslim terhadap 
lembaga keuangan seperti bank, asuransi dan lainnya, dengan hanya 
mengubah dan mengarahkan prinsip-prinsip operasionalnya agar sesuai 
dengan kehendak syariah. Kedua, pendekatan resitatif, pendekatan ini 
merupakan kecenderungan yang berkembang dalam kitab-kitab fikih, karena 
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sesuai dengan sifatnya, maka jenis ini lebih bersifat penghafalan dan kutipan, 
kadang mengabaikan aspek praktisnya. Ketiga, pendekatan utopian, yaitu 
suatu keinginan manusia terhadap masa depannya dan atau sesuatu yang 
dicita-citakan, jadi pendekatan ini lebih berorientasi kepada nilai filosofis 
manusia seperti pencapaian keadilan dan atau kehendak terhadap bentuk 
masyarakat yang diinginkan, dalam Islam pendekatan ini dapat dihubungkan 
dengan ayat baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Keempat, pendekatan 
adaptif, yaitu usaha penyesuai dengan melakukan berbagai pendekatan.” 

Namun, apa yang ditawarkan oleh Vollen Nienhuess, di atas, tentu 
tidak seluruhnya benar dan dapat diterima karena pendekatan campuran dari 
keempat pendekatan dapat saja terjadi. Hal ini lebih nyata bila dihubungkan 
dengan apa yang ditulis oleh Yusuf al-Gardawi' dalam bukunya “Peran 
nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam”, yang menggunakan teologi 
akhlak (pendekatan moralitas). Pendekatan lain yang dikembangkan oleh 
para pemikir ekonomi Islam adalah meramu antara teori ekonomi yang telah 
berkembang dan mengujinya dengan perspektif ajaran Islam atau sebaliknya. 
Hal ini telah dilakukan oleh Umer Chapra” dalam bukunya, Islam and the 
Economic Challange (1992), Toward a Just Monetary Sistem (1995), dan 
The Future of Economic: An Islamic Perspective. 

Di samping itu, Frank E. Vogel dalam Islamic Law and Finance, 
tentang adanya upaya penerapan hukum Islam dalam perundangan modern 
dimana kondisi tersebut baru awal dari suatu proses yang dikehendaki." 
Usaha ini telah diawali oleh Abdurrazak Sanhuri, dimana beliau terlibat 
dalam membuat draft perundangan negara Mesir, Syiria, Irag, Kuwait (?), 
kenyataan ini dapat dilihat dalam bukunya al-Wasit fi Syarh Oanun al- 
Madani, Masadir al-Hag dan Nazariyat al-Agd."' Pola tulisan beliau secara 
umum mencoba menampilkan perundangan Islam dalam kerangka 
perundangan modern. Lebih lanjut, pengaruh dari usaha ini adalah banyak 
negara mengikuti cara dan langkah tersebut serta ilmuwan selanjutnya 
menjadikan karya tersebut sebagai inspirasi bagi karya mereka seperti W.M. 
Ballantyne, Commercial Law in the Arab Middle East: the Gulf States dan 
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Nayla Comair Obeid, the Law of Business Contracts in the Arab Middle 
East. S.E. Rayner, Theory of Contract in Islamic Law, yang menyebutkan 
bagaimana peranan beliau dalam memajukan aplikasi hukum Islam di 
negara-negara Arab Timur Tengah." 

Berbeda dengan tulisan di atas yang merupakan perbandingan antara 
hukum Islam secara lebih luas, Parvez Owsia, Formation of Contract : A 
Comparative Study Under English, French, Islamic and Iranian Law," 
lebih mengelaborasi faktor arkan al-'agad dalam keempat sistem hukum 
tersebut. Akan tetapi, penelitian yang bertumpu pada konsep akad dalam 
fikih masih terdapat dalam karya peneliti modern, Ali Khan Nyazi, the 
Islamic law of Contract dan Abdurrahman Raden Aji al-Haggi, The 
Philosophy of Contract in Islamic Law. Secara pendekatan fikih, karya, 
Wahbah al-Zuhayli, al-Fikih al-Islami wa Adilatuh (juz. 4,5 dan 6) dan 
Muhammad Abu Zahrah, al-Milkiyyah wa Nazariyat al-'Agd fi Syariah al- 
Islamiyah masih mewakili walau pendekatan tentang kondisi dan situasi 
modern mulai merambat tulisan ini artinya buku-buku tersebut ditulis 
mengikut struktur kitab-kitab fikih tetapi isinya mulai dipengaruhi oleh 
kondisi sosial penulisnya." 

Secara khusus, relevansi perubahan dan penerapan hukum Islam pada 
sistem perbankan relatif lamban. Terdapat empat kategori negara muslim 
dalam menyikapi perbankan Islam, antara lain, pertama, negara yang secara 
lansung menerapkan sistem perbankan Islam seperti, Pakistan, Iran dan 
Sudan. Kedua, menerapkan bank Islam sebagai kebijakan nasional dan juga 
tetap mendukung operasi dari bank konvensional, termasuk Bahrain, Brunei, 
Kuwatt, Malaysia dan sekarang Indonesia. Turkey, UAE. Ketiga, tidak 
mendukung dan tidak menentang jurisdiksi dari bank Islam, negara dalam 
kategori ini adalah, Mesir, Yaman, Singapura. Keempat, negara yang terus 
memadukan kedua sistem perbankan yaitu antara konsep bank Islam dan 
konvensional, yaitu Saudi Arabia dan Oman. 

Dalam kaiatan dengan akad dalam perbankan, maka negara-negara 
yang sistem Hukum perdatanya telah diperbaharui maka dengan sendirinya 
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akad perbankan terikat dengan sistem hukum perdata yang ada seperti, 
Kuwatt, Oatar, Iran, Pakistan, Sudan, dan UEA. Sedangkan bagi negara 
yang belum mempunyai atau belum memperbaharui sistem hukum 
perdatanya maka landasan operasioanl akad perbankan syariah dipakai 
peraturan pemerintah atau Undang-Undang seperti, Turki, Malaysia, Saudi 
Arabia, dan Indonesia." 

Dengan kenyataan di atas, tentu bank Islam masih sarat dengan 
berbagai masalah baik dari kedudukannya dalam perundangan negara 
maupun sistem operasionalnya : modal dan pembiayaan. Samuel L. Hayes, 
dalam Islamic law and Finance, masih mengakui hal ini karena keterikatan 
dengan bank konvesional, bank syariah tentu berada dalam proses (dual 
sistem process) tarik ulur pasti terjadi, akan tetapi secara gradual proses ini 
berlansung dan menuju posisi masing-masing."' Namun lebih pasti, adalah 
apa yang terjadi dalam praktek perbankan Islam di Indonesia, Sutan Remy 
Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 
Perbankan Indonesia dan Zainal Arifin, Memahami Bank Syariah, masih 
mengakui hal tersebut terjadi menyebabkan perkembangan bank syariah 
berjalan lamban." 


B. Pengertian Akad 

Perjanjian dalam Islam sering disebutkan dengan istilah agad dan kata 
ini telah dilndonesiakan menjadi kata akad.” Padanan kata akad atau 
sinonimnya dalam bahasa Arab ditemukan beberapa kata seperti ahd dan 
iltizam”' Makna kata akad merupakan manifestasi dari seseorang atau 
kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksi yang 
bersifat pertukaran harta (mubadalah al-maliyah) maupun bentuk lainnya.” 

Secara formal, hukum Islam, sebagaimana ditemukan dalam kitab 
fikih, menetapkan beberapa syarat atau rukun sahnya akad, seperti kelayakan 
para pihak, jelasnya mahal 'agad, sarihnya sigah agad, dan objeknya 
merupakan mal mutagawwim. Secara umum, formalitas ( syarat-rukun) 
tersebut harus dipenuhi untuk mengukur validitas sebuah akad. Kata 
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formalisasi sendiri merupakan makna legalitas yaitu mencukupi syarat dan 
rukun dalam suatu perjanjian.” 

Formulasi syarat dan rukun, melahirkan berbagai bentuk akad dengan 
berbagai sudut tinjauan. Paling tidak, ditemukan beberapa pandangan para 
ulama tentang akad dalam kitab fikih Secara keseluruhan pendekatan 
tersebut menghendaki agar pelaksanaan akad menjadi sah dengan 
terpenuhinya syarat dan rukun akad. 

Kondisi modern (setelah munculnya sistem perbankan syariah), 
sebagai yang ditunjukkan dalam akad perbankan syariah tidak lagi mengikuti 
bentuk yang terdapat dalam kitab fikih, karena dalam perkembangannya 
mengalami suatu perpaduan antara akad-akad yang terdapat dalam kitab fikih 
dimaksud, dengan praktek yang berlaku pada kegiatan perbankan.” Hal 
tersebut terjadi karena untuk melaksanakan bentuk akad fikih ke dalam 
sistem operasional perbankan syariah tidak lagi memadai terutama 
melaksanakan satu bentuk akad fikih secara mandiri. Kondisi ini menjadi 
preseden awal agar akad fikih kembali untuk ditinjau ulang atau ditata untuk 
keperluan operasional perbankan syariah yang menjadikan akad fikih sebagai 
acuan utamanya.” 

Dengan kenyataan di atas, klasifikasi akad yang dikenal tidak lagi 
dapat dipertahankan. Konsekuensinya, suatu akad tidak dapat lagi dikatakan 
tidak mengikat karena perkembangan zaman menghendaki bentuk akad 
dimaksud menjadi mengikat. Seperti akad al-Wadi'ah tidak lagi dapat 
dilakukan secara sepihak dan kapan saja, melainkan telah mempunyai aturan 
yang mengikat”. Hal ini dilakukan karena perlunya kepastian hukum bagi 
para pihak dalam transaksi mereka. Atau akad yang selama ini dipahami 
sebagai akad sepihak menjadi akad dua pihak, atau juga akad yang selama ini 
bersifat tangguh objek akadnya baik barang atau harga seperti salam, 
murabahah, istithna” dapat menjadi satu bentuk saja.” 

Untuk itu, diperlukan suatu penelitian, karena bagi kalangan tertentu, 
konsep akad yang ada merupakan sesuatu yang kekal dan tidak boleh diubah 
sedangkan kelompok lain beranggapan hukum selalu mengikut 
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perkembangan zaman, maka perubahan konsep akad adalah suatu hal yang 
lumrah bahkan pasti. Karena perkembangan suatu hukum cenderung terkait 
dengan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat." 

Dalam banyak hal, konsep dasar perikatan dalam Fikih merupakan 
sebuah formulasi dari keadaan perdagangan pada masa Dinasti Umayyah 
(660-750 M) di mana kondisi perdagangan belum begitu berkembang 
sekiranya dibandingkan dengan keadaan sekarang, khususnya perdagangan 
antar negara yang melibatkan perbankan.” Di samping itu, teknologi belum 
berkembang sehingga persyaratan dalam hal formalitas akad masih dapat 
dipertahankan seperti bertemunya para pihak dalam satu majlis akad.” 

Kenyataan lain adalah persyaratan formal bagi para pihak untuk 
memasuki wilayah bisnis yang dalam kitab fikih tergantung kepada baligh 
tidaknya seseorang. Paradigma ini, dalam banyak hal telah menyebabkan 
posisi hukum Islam cenderung tidak lagi relevan dalam dunia bisnis.” Salah 
satunya adalah ukuran baligh dalam kitab fikih adalah telah terjadinya 
mimpi pada seseorang anak laki-laki atau menstruasi bagi anak perempuan. 
Secara acak dapat disebutkan mimpi atau menstruasi terjadi secara umum 
pada umur 15 atau 16 tahun.” 

Dari beberapa hal di atas, dapat dikatakan bahwa beberapa bentuk dan 
ketentuan akad dalam fikih seharusnya telah berubah, dan tentu hal ini 
akhirnya memerlukan pemecahan tentang bagaimana akad yang seharusnya 
berlaku dalam bisnis modern.” Sekiranya transaksi yang telah berjalan 
dalam perbankan syariah cenderung dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan 
prinsip al-Our'an dan As-Sunnah, maka bagaimana cara yang diperlukan 
atau prosedur apa yang harus dilakukan sehingga transaksi tersebut sejalan 
dengan al-Our'an dan al-Sunnah.” 

Lebih dari itu, pola perjanjian dalam kitab fikih yang mengandalkan 
persyaratan formal cenderung tidak memadai lagi." Karena persyaratan 
formal yang selama ini dipahami cenderung tidak dapat memenuhi rasa 
keadilan hukum masyarakat. Sebagai contoh kehadiran para pihak dan serah 
terima barang bukan lagi sesuatu yang relevan dan mendesak untuk 
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dilakukan. Pertimbangan ini tumbuh disebabkan oleh canggihnya dunia 
informasi dan tekhnologi, yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
dan perubahan hukum. Hal ini antara Jain telah diakui dan dipertanyakan oleh 
Wahbah Zuhayli.” 

Kedudukan akad ini, bila dihubungkan dengan praktek Bank Syariah, 
sebagaimana diungkapkan oleh M. Syafi'i Antonio," merupakan salah satu 
hal penting yang membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. 
Pernyataan ini, sebelumnya juga telah diakui oleh Nabil A. Saleh" dan N.J. 
Coelson” bahwa posisi akad dalam perbankan Syariah merupakan hal yang 
pokok yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kelanjutan 
kesepakatan pihak-pihak tertentu dengan perbankan.” Perbedaan mendasar 
dari keduanya adalah akad dalam perbankan Syariah harus terbebas dari riba, 
gharar (spekulasi, ketidakpastian) dan maysir (judi). Sedangkan pada sistem 
perbankan konvensional hal ini tidak diatur secara jelas." 

Selanjutnya, bank syariah mempunyai produk-produk yang beragam 
dan setiap produknya tentu harus bebas dari riba“. Pemahaman tentang riba 
tersebut bagi setiap pengelola bank syariah diharapkan adalah sama. Namun, 
sistem perbankan syariah masih belum mapan dalam pelataran perbankan di 
Indonesia bila dibandingkan dengan perbankan atau lembaga-lembaga 
keuangan lainnya. Hal ini memberikan indikasi bahwa pelaksanaan bank 
syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah perlu penelusuran kembali 
karena juga terdapatnya beberapa bank konvensional yang membuka 
program bank syariah dalam produk-produknya. Untuk itu, pemahaman 
tentang ciri penting transaksi dari bank syariah menjadi sangat urgen dan 
signifikan.” 

Format akad menurut hukum Islam, sebagaimana diungkapkan oleh 
Nabil A. Saleh," di berbagai negara Arab telah mengalami berbagai 
perubahan ke dalam beragam bentuk dan modifikasinya. Unsur niat dalam 
kontrak yang menurut hukum Islam merupakan suatu yang diperhatikan 
menjadi tidak dipentingkan, kecenderungan ini nampaknya merupakan 
pengaruh hukum kontrak Barat yang memang tidak menempatkan niat 


Bab I Pendahuluan “3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dr. Ridwan Nurdin, MCL 
Akad-Akad Figh pada Perbankan Syariah di Indonesia 
(Sejarah, Konsep dan Perkembangannya) 


sebagai sesuatu yang diperlukan dalam format kontrak mereka. Dalam 
Islam unsur niat menjadi pertanda adanya kaitan moral dalam aspek 
kehidupan termasuk dunia bisnis”? Namun yang terjadi di belahan dunia 
Islam dewasa ini adalah kuatnya pengaruh hukum perdagangan Barat yang 
telah diterapkan sejak masa penjajahan ratusan tahun silam. Usaha untuk 
menjembatani kedua konsep hukum telah dilakukan oleh Abd. Razzag 
Sanhuri melalui kodifikasi undang-undang hukum perdata di Mesir, Irag dan 
Syiria” Kegiatan ini terutama adalah memberikan wadah hukum Islam 
dalam perundangan-undangan dengan memberikan jalan bagi hukum Islam 
untuk berlaku secara modern. Walaupun usaha ini tidaklah maksimal karena 
kondisi hukum dan politik serta tuntutan masyarakat akan perubahan hukum 
terus berlanjut, karena itu proses pembaharuan ini telah dimulai.” 

Di sisi lain, Muhammad Hashim Kamal?”, menyebutkan proses 
pemberlakuan hukum Islam di dunia modern dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, salah satunya, adalah dengan mengadaptasikan/menyesuaikan 
hukum Islam ke dalam sistem hukum yang berjalan untuk memudahkannya 
dalam praktek hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat? Dalam hal ini 
hampir seluruh ahli hukum Islam modern menyadari bahwa untuk dapat 
berlakunya hukum Islam ini perlu pembaharuan”" Untuk melaksanakan 
masalah ini ditemukan berbagai pilihan seperti imitasi lansung, seleksi, 
adaptasi atau adopsi atau pun kombinasi. Dari demikian banyak bidang 
hukum, maka hukum muamalah merupakan unsur yang paling mendesak 
diperbaharui karena adanya kemajuan dunia perdagangan yang terjadi dalam 
sistem perbankan yang menggunakan teknologi modern. Salah satu unsur 
penting dari hukum muamalah tersebut adalah akad (kontrak atau 
perjanjian), karena kegiatan ekonomi masyarakat sangat berkait dengan 
perjanjian atau kontrak dimaksud.” 

Salah satu prinsip dalam akad menurut hukum Islam adalah kerelaan 
para pihak, dalam arti terbebas dari unsur pemaksaan dan keterpaksaan. 
Kerelaan, sebagaimana ungkapan Hideyuki ShimajuPS merupakan suatu 
proses penting dalam kontrak karena hal tersebut melahirkan komunikasi 
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para pihak. Di samping itu, Islam tidak mengizinkan kontrak yang menyalahi 
tujuan syari'at seperti kontrak untuk melakukan pembunuhan bayaran. 
Karena itu prinsip tentang kebebasan kontrak yaitu di mana para pihak 
merasakan bahwa hak mereka akan mereka dapat dan mereka puas dengan 
hal tersebut, sekiranya kontrak berjalan tanpa adanya intervensi pihak yang 
menyalahi aturan” Menyahuti masalah ini, dalam fikih ditemukan istilah 
ikrah yaitu pemaksaan, ghasab yaitu perampasan, gharar yaitu penipuan 

Dalam sistem bank syariah dikenal produk-produk seperti murabahah, 
musyarakah, mudarabah”” Bentuk akad ini telah dipraktekan dan diakui 
oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana pemilik modal dan pihak yang 
menggunakannya mempunyai tanggung jawab yang sama, dan diatur sesuai 
dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang statusnya adalah sama." 

Persoalan di atas, mengundang pertanyaan bagaimana konsep akad 
yang dikehendaki oleh Syari'at dan bagaimana konsep tersebut berjalan 
dalam sistem perbankan syariah sebagai ciri penting yang membedakannya 
dengan sistem perbankan konvensional." Dan, apakah perbankan syariah 
menerima bentuk atau format yang berlaku pada perbankan konvensional 
tanpa perubahan yang signifikan atau melakukan modifikasi atau hal 
lainnya ? 

Menjadikan hukum Islam sebagai sumber rujukan hukum bagi 
perbankan syariah harus diawali dengan definisi hukum itu sendiri. Dalam 
hukum Islam dikenal istilah syari'at dan fikih. Syari'at adalah agama dan 
tidak akan berubah sepanjang zaman. Sedangkan fikih adalah hasil 
pemahaman para “ulama tentang syariah karena itu fikih bersifat temporer 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” 

Berkaitan dengan akad dalam konsep fikih, para ulama telah 
merumuskan beberapa ketentuan pelaksanaannya. Salah satunya dikenal 
dengan istilah syarat dan rukun. Namun para “ulama dalam menetapkan 
syarat dan rukun tersebut berbeda." Wahbah al-Zuhaylt dalam bukunya al- 
Fikih al-Islam wa Adillatuh membandingkan definisi Jumhur dan al-Hanafi 
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tentang rukn dan syart. Selanjutnya ia ' memberikan contoh-contoh yang 

berkenaan dengan dua istilah tersebut." 

Husayn Hamid Hasan menuliskan dalam bukunya al-Hukm al-Syar1 
inda Usuliyyin tentang pengklasifikasian hukm al-wad'i dan takklifi. Dia 
memasukkan syart ke dalam hukm al-wadi, sementara rukn tidak 
dimasukkan ke dalam salah satu dari dua hukum tersebut.” 

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman dalam bukunya Dasar-dasar 
Pembinaan Hukum Islam hanya menerangkan pembagian hukm al-wadT 
kepada tiga, yaitu syart, sabab dan mani"S' Dalam uraian mereka hanya 
menerangkan masing-masing pembagian tersebut. Buku ini tidak 
menyinggung kedudukan rukn dalam pembinaan hukum Islam. Meskipun 
mereka sendiri menyebutkan adanya rukn hukm al-syar 7." 

Dalam hal ini didapat beberapa teori tentang syart dan rukn: 

Pertama, dalam masalah ibadah yang dimaksud dengan syart adalah 
sesuatu yang berada diluar pekerjaan seperti wudu' untuk salat sedangkan 
rukun adalah sesuatu yang berada dalam pekerjaan dan yang menjadi unsur 
penentu ada atau tidaknya pekerjaan tersebut seperti membaca al-Fatihah 
merupakan rukun salat. 

Kedua, dalam masalah perkawinan para “ulama berbeda dalam 
menempatkan apa yang menjadi syarat atau rukun perkawinan. “Ulama 
dalam hal ini mempunyai perbedaan yang signifikan. 

Ketiga, dalam mu'amalah maliyah yang menjadi syart dan rukn lebih 
mengambang dari teori pertama dan kedua karena para “ulama mempunyai 
perbedaan yang signifikan di mana mereka secara umum terbagi kepada dua 
kelompok antara lain: 

a. “Ulama Hanafiyah yang menempatkan ijab dan gabul sebagai rukun akad 
dalam setiap transaksi, sedangkan para pihak, objek akad ditempatkan 
sebagai syarat. 

b. “Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak hanya menempatkan 
ijab dan gabul (sighat) sebagai rukun melainkan juga ditemukan 
beberapa rukun yang lain seperti para pihak dan objek akad. Sedangkan 
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syarat bagi kelompok ini mengacu kepada syarat untuk masing-masing 
rukun seperti syarat untuk para pihak adalah adanya ahliyah sedangkan 
syarat untuk objek akad adalah dapat diserahkan. 


Bila memahami konteks rukun untuk transaksi dimana para “ulama 
madhhab yang berkutat dengan perbedaan pada formulasi rukun dan syarat 
terutama pada hal-hal yang menjadi syarat dan rukun tersebut. Mazhab 
Hanafi meletakan ijab dan gabul sebagai rukun sedangkan para pihak, objek 
akad hanya sebagai syarat. Sedangkan Jumhur selain Hanafi meletakan ijab 
gabul, para pihak dan objek akad sebagai rukun. Melihat perbedaan para 
“ulama tersebut, nampaknya mereka tidak berbeda dalam substansi dari akad 
hanya berbeda dalam tata cara berpikir. Hanafi cenderung lebih realistis 
sedangkan jumhur cenderung idealistis. Karena itu, kesemuanya, para pihak, 
objek akad dan ijab gabul (sigat), akan ditempatkan dalam satu bagian 
pembahasan sebagai sebuah kualifikasi pelaksanaan akad dengan 
menggambarkan esensi yang dikehendaki dan menjelaskan perbedaan- 
perbedaan yang muncul secara signifikan. 

Sedangkan konsep syart dalam akad dikenal dengan dua bentuk 
yaitu syarat untuk rukun dan syarat untuk bentuk akad (tiap-tiap akad). Syarat 
untuk rukun adalah syarat yang ditetapkan untuk tiap rukun akad. 
Selanjutnya syarat akad adalah syarat bagi tiap-tiap akad yang tentunya 
berbeda satu sama lain. 

Klasifikasi syarat dan rukun tersebut secara hukum akad menjadi 
syarat syar'i yaitu syarat-syarat yang digariskan oleh syari'at. Dan syarat 
ganuni/hukmi yaitu syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. 
Selanjutnya syarat “wrfi yaitu syarat yang ditetapkan berdasarkan adat 
kebiasaan masyarakat setempat. Ketiga klasifikasi syarat tersebut akan 
diadaptasikan ke dalam akad perbankan sehingga akan terlihat esensi akad 
fikih yang berlaku dalam sistem perbankan syariah. 
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Catatan Akhir: 


! Timur Kuran, The Economic Sistem in Contemporary Islamic Thought : Interpretation and 
Assessment, International Journal of Middle East Studies, Vol. 18, (19861, hal. 135-164 

2 Dalam tulisannya, Irfan Ul Hag menyatakan paling tidak terdapat beberapa implikasi 
pemikiran ekonomi Islam yaitu impilkasi tauhid dimana menempat Tuhan sebagai 
sumber inspirasi kegiatan ekonomi, Tuhan adalah pencipta alam dan manusia 
merupakan hamba dan khalipahnya ,Irfan Ul Hag, Economic Doctrines of Islam, MIT, 
Herdon, Virginia, USA, 1996, hal. 84-85 

? Keinginan ini telah menggejala pada beberapa Negara Islam kontemporer, seperti yang ditulis 
Ian D. Edge, Shari'a and Commerce in Contemporary Egypt, dalam Chibli Mallat ed., 
Islamic Law and Finance, hal. 42-44 

4 Lihat, Janos Kornai, What the Change of System From Socialism to Capitalisme Does and 
Does Not Mean, Journal of Economic Perspectives, Vol. 14, No. 1 (Winter 200) Univ. 
of Minnesota,USA, hal. 27-42 

3 Lihat, Dawam Rahardjo, Wacana Ekonomi Islam Kontemporer (sebagai pengantar) dalam M. 
Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), hal. vii - 
xix 

5 Nabil A. Saleh, Definition and Formation of Contract Under Islamic and Arab Laws, Arab Law 
Ouartely, Vol. 5 Part 2 (1990), hal. 120-124 

1 Yusuf -Oardhawi, Peran nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, (Jakarta, Robbani 
Press, 199)5 

$ Buku ini merupakan terjemahan dari, Daurul Oiyami wa al-Akhlag fi al-Igtisad al-Islami, edisi 
Indonesianya diterbitkan oleh Jakarta, Robbani Press, 1997 

? Umer Chapra” dalam bukunya, Islam and the Economic Challange 4992), Toward a Just 
Monetary Sistem (1995), dan The Future of Economic: An Islamic Perspective., ketiga 
buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,posisi beliau dalam khazanah 
ekonomi syariah di Indonesia telah diperhitungkan karena pandanganya sering dikutip 
oleh banyak kalangan serta sering diundang menghadiri kegiatan seminar di Indonesia. 

10 Beliau menyatakan bahwa perlu suatu pembahruan konsep fikih bila ingin diterapkan dalam 
lembaga keuangan seperti bank. 

H Sanhuri merupakan ilmuwan besar banyak, jasanya yang monumental seperti menyusun UU 
Mesir, Syiria dan Irag. 

2 W.M. Ballantyne, Commercial Law in the Arab Middle East: the Gulf States dan Nayla 
Comair Obeid, the Law of Business Contracts in the Arab Middle East. S.E. Rayner, 
Theory of Contract in Islamic Law, 

B Parvez Owsia, Formation of Contract : A Comparative Study Under English, French, Islamic 
and Iranian Law, (London, Graham & Trotman, 1994) 

M Ali Khan Nyazi, the Islamic law of Contract dan Abdurrahman Raden Aji al-Haggi, The 
Philosophy of Contract in Islamic Law. Secara pendekatan fikih, karya, Wahbah al- 
Zuhayli, al-figh al-Islami wa Adilatuh (juz. 4,5 dan 6) dan Muhammad Abu Zahrah, al- 
Milkiyyah wa Nazariyat al-' Agd fi Syariah al-Islamiyah, 

B WM. Ballantyne, Commercial Law in the Arab Middle East, (London, Lloyd”s Press, 1986), 
hal. 2-5 

16 JN.D, Anderson, Modern Trends in Islam: legal Reform and Modernisation in the Middle 
East, dalm Ian Edge, ed., Islamic Law and Legal Theory, (New York, NY Univ. Press, 
1996), hal. 5-6 

Y Nabil A. Saleh, Financial Transastions and The Islamic Theory of Obligation and Contracts, 
dalam Chibli Mallat ed., Islamic Law and Finance,hal. 26-27 

18 Harapan seperti itu merupakan sikap yang optimis dalam melihat perkembangan perbankan 
syariah di dunia muslim kontemporer dan juga dinegeri-negeri non-muslim yang 
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diharapkan karena suatu hubungan perdagangan perbankan syariah dapat berkembang 
:seperti di Inggris. 

1? Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan 
Indonesia, ( (Jakarta, Grafiti 1999) dan Zainal Arifin, Memahami Bank Syariah, (Jakarta, 
Alvabet, 2000). 

2 Dalam buku Fikih Muamalah karangan dan terbitan Indonesia tidak lagi menggunakan kata 
agad melainkan telah dituliskan dengan akad, seperti, Nasrun Haroen, Figh Muamalah, 
(Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000) hal. 97, Abd. Azis Dahlan, dkk., Ensiklopedi 
hukum Islam, Jilid I (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 63 

! Muhammad Abu Zahrah, al-Milkiyah wa Nazariyah al-Agd, (Beirut, Dar al-Fikr al-Araby, 
1976) hal. 196-228 

2 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Figh 
Muamalah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 78 

3 Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, hal. 76-77 

2 Razali Nawawi, Islamic Law On Commercial Transaction, (Kuala Lumpur, CT Publications, 
1999), hal. 49-80 

2 Disini para 'ulama ada yang mengidentifikasi akad dengan beberapa pendekatan ada yang 
menyebutkan 13, 12 dan 7. Lihat, misalnya, Muhammad Hamid Ba'aly, Dawabit al- 
Ugud, hal. 76 

2 Adiwarman A. Karim, Bank Islam : Analisis Figh dan Keuangan, (Jakarta, RajaGrafindo 
Persada, 2004) 

“Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Wacana Ulama & Cendikiawan (Jakarta, Tazkia 
Institut, 1999) merupakan buku yang berisi tentang akad-akad fikih sebagai suatu 
pengenalan untuk praktek perbankan syariah. 

2 Persyaratan akad fikih pada perbankan adalah legal formal artinya akad tersebut dilaksanakan 
dalam bentuk aturan yang resmi dimana ketentuan hukumnya bersifat pasti karena itu 
para pihak menjadi terikat dalam suatu aturan hukum. Lihat, Michael P. Malloy, 
Principles of Bank Regulation, edisi II, (USA, Hornbook, 2003) hal. 169-170 

2 Yang dimaksudkan dengan mengikat di sini adalah bahwa para pihak tidak lagi dengan mudah 
dan bebas untuk menarik diri dari akad yang telah dibuat dan disepakati. Semua 
transaksi atau akad yang dilakukan dalam perbankan bersifat mengikat. Karena itu, bila 
berhubungan dengan bank dalam suatu bentuk akad maka dengan sendirinya bila 
menarik diri dari akad dimaksud akan mendapat penalty berupa membayar biaya adm 
atau lainnya. 

2 Pelaksanaan akad fikih pada perbankan syariah lebih mengikat kepada aturan perbankan dari 
pada konsepsi yang dibangun oleh ulama fikih. 

1 Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law, (Islamabad, INIT & Islamic Research 
Institut, 1994) hal. 42-47, Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung, Citra Aditya bakti, 
1996), hal. 14-17, William M. Evan, Law As An Instrument of Social Change, dalam 
William M. Evan (Ed.), The Sociology of Law, (New York, The Free Press, 1980) hal. 
554-558 

2 Nabil A. Saleh, Financial Transastions and The Islamic Theory of Obligation and Contracts, 
dalam Chibli Mallat ed., Islamic Law and Finance,(London, Graham and Trotman, 
1988), hal. 13 

8 Muhammad Abu Zahrah, al-Milkiyah wa Nazariyatul Agd, hal. 185-187 

4 Dalam hukum keluarga Islam dibeberapa Negara muslim juga terjadi keseragamana mengeani 
batasan umur usia dewasa bagi perempuan untuk melakukan perkawinan. Lihat, 
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta, Rajawali 
Press, 2004) hal. 167-168. 

SBandingkan Nabil A. Saleh, Definition and Formation of Contract Under Islamic and Arab 
Laws, Arab Law Ouarterly, Vol. 5, Part 2 (19901, Graham and Trotman Ltd., London, 
hal. 101-116, memang bila dibandingkan dengan persyartan kapasitas hukum dengan 
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sistem hukum lain maka konsep hukum Islam nampak lebih peleksibel. Akan tetapi 
persoalan timbul apabila konsep modern menghendaki sesuatu batasan yang pasti untuk 
mengukur kapasitas sesorang, untuk cara yang agak tetap adalah batasan umur. 

36 Ali al-Tamimi, Our Need for a Figh Suitable to Our Time and Place, www. Goegle. Com, 
akses tgl. 27-6-2008 

3 Keinginan untuk melakukan kegiatan bisnis ssuai dengan ajaran Islam merupakan prinsip yang 
diajarkan oleh al-9ur'an. Lihat, Ahmad Hasary, Ilmu al-Igtisad, (Kairo, Maktabah al- 
Kuliyyat al-Azhariyah, 1991) hal. 16-19 

8 Nabil A. Saleh, Financial Transastions and The Islamic Theory of Obligation and Contracts, 
dalam Chibli Mallat ed., Islamic Law and Finance, hal. 15-16 

8 Wahbah Zuhayli, al-Figh al-Islamy wa 'Adillatuh, Jilid. IV, (Dar al-Fikr al-“Arabi, Damaskus, 
1997), hal. 2947-2956. 

“M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek, (Gema Insani Press, Jakarta, 2001), 
hal. 30 

“Nabil A. Saleh, Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law, (London, Graham and 
Trotman,1992), hal. 144-147 

2N.J. Coelson, Commercial Law in the Gulf States : the Islamic Legal Tradition, (London, 
Graham and Trotman, 1984), hal. 17 

8 Karakter akad adalah sebagai penghubung antara pihak karena itu akan akan memberikan 
penentuan tentang pilihan bentuk kerjasama yang akan dilakukan para pihak dalam 
perbankan. 

4 Salah satu karakter pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional adalah praktek 
ribawi. 

“Masalah riba dan bunga merupakan masalah sentral dalam perbankan Islam, karena berdirinya 
bank Islam merupakan salah keinginan mewujudkan perbankan yang bebas dari riba. 
Namun, dalam perkembangannya, banyak dari negara Islam berbeda dalam menyikapi 
pelarangan riba dimaksud. Suadi Arabia, misalnya, menyebutkan bunga identik dengan 
riba, dalam masalah komuditi bila berbeda jenis maka bukan riba. Iran, telah 
menetapkan bahwa setiap bunga identik dengan riba, namun dalam klasifikasi riba, 
perundangan Iran membuat perbedaan dengan yang dikenal selama ini yaitu riba 
nasi'ah dan riba fadl, yaitu riba muamali dan riba al-Oard. Untuk saudi Arabia, lihat, 
M. Ragaibuz zaman, The Operation of Modern Financial Markets for stocks and Bonds 
and Its relevance to an Islamic Economy, AJISS, Vol. 3 No. 1(1986) hal. 125-139. 
Sedangkan untuk Iran, lihat, M.A. Anshari Pour, the Prohibition of Interest under 
Iranian Legal sistem since the Revolution, dalam Hilary lewis rutley dan Chibly Mallat, 
Commercial Law in the Midlle East, (London, Graham & Trotman, 1995), hal.171-178 

46 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta, Gema Insani, 
2001). Beliau mengetengahkan teori fikih yang relevan untuk dipraktekan perbankan 
syariah. 

4 Nabil A. Saleh, Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law, (London, Graham and 
Trotman,1992), hal. 146 

“8 Niat merupakan unsur penting suatu akad dalam Islam walau pun tidak dapat diukur akan 
tetapi memberikan nilai-nilai yang signifikan bagi terjadinya suatu akad seperti 
munculnya komitmen para pihak. 

“9 Muhammad Abu Zahrah, al-Milkiyah wa Nazariyatul Agd, hal. 218-221 

30Nabil A. Saleh, Definition and Formation of Contract Under Islamic and Arab Laws, Arab Law 
Ouartely, Vol. 5 Part 2 (19901, hal. 101-116: mengenai kegiatan Abd. Razzag Sanhuri, 
dimana beliau telah menyusun buku yang sangat standard dalam masalah ini yaitu al- 
Mashadir al-Hag (6 jilid) dan al-Wasith fi Syarh Oanun al-Madani al-Jadid (12 jilid). 
Beliau menyelesaikan draft pada 1938 dan berlakunya UU Perdata Mesir pada tahun 
1949, dan Irag 1951, Syiria ?) 
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31 Sebagai perbandingan, Parviz Owsia, Formation of Contract : A Comparative Study Under 
English, French, Islamic and Iranian Law, (London, Graham & Trotman, 1993) telah 
mengkaji tentang teori akad fikih dengan membandingkannya dengan apa yang berlaku 
di Inggris, Prancis dan Iran. 

Muhammad Hashim Kamali, The Continued Domination of Taglid in Islamic Commercial law: 
A Case Study of Future Trading, Islamic Academy of Sciences, Zahran, Amman, 
Yordania, Vol.6/No. 3/Sept. - 1995 hal. 7-36. 

3 Praktek mengadaptasikan hukum Islam ke dalam system hukum/perundangan modern 
merupakan suatu keniscayaan karena bila tidak maka hukum Islam akan berada diluar 
system yang berlaku. 

Pembaharuan hukum sebagai suatu pendekatan tentang bagaimana hukum Islam dapat 
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Bab II 
Perbankan Syariah di Indonesia 


A. Sejarah Bank Syariah! 

Bank merupakan salah satu instrumen penting perekonomian modern. 
Peran bank sebagai intermediasi dalam lalu lintas permodalan dan 
pembayaran menjadi kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Sejak awal 
kehadirannya bank telah menawarkan berbagai bentuk dari produknya 
kepada masyarakat. Kondisi ini menjadi lebih terasa dalam sistem 
perdagangan modern, di mana mereka yang terlibat dengan kegiatan 
ekonomi dan keuangan berinteraksi dengan dunia perbankan dengan 
berbagai model aktifitas, seperti, sebagai pihak penabung, peminjam atau 
pengguna jasa lainnya. 

Sistem Ekonomi Islam pada awalnya merupakan sebuah antitesa 
terhadap sistem ekonomi yang berkembang yaitu sistem ekonomi 
Kapitalisme dan sistem Ekonomi Sosialisme." Kedua sistem ekonomi ini, 
paling tidak, untuk beberapa dekade telah memberikan pengaruh yang 
signifikan dalam percaturan ekonomi dunia dan dengan segala sebab yang 
ditimbulkannya. Salah satu pengaruh yang muncul akibat dari sistem ini, 
khususnya Kapitalisme, adalah terjadinya ketimpangan dan kerusakan 
tatanan dunia” Pola eksploitasi yang dianut dan pengurasan terhadap pihak 
yang miskin oleh pemodal menghancurkan rasa untuk berusaha dan maju 
bagi negara dan individu di negeri miskin. Dominasi ini terus berlanjut 
menyebabkan terjadinya ketimpangan yang luar biasa antara negara kaya dan 
miskin. Arus modal yang terjadi dan peredaran uang yang hanya berlaku 
pada segelintir orang mengakibatkan kemiskinan terus saja dan sukar untuk 
diperbaiki. 
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Kenyataan di atas paling tidak telah mendorong berkembangnya suatu 
pemikiran khususnya dikalangan umat Islam bahwa ada sesuatu yang salah 
dalam sistem ekonomi yang berkembang. Untuk itu, mereka secara serius 
mulai merumuskan konsep ekonomi Islam.” 

Kembali kepada ajaran Islam sudah merupakan sebuah keharusan, 
demikian slogan yang telah berkembang sejak paruh akhir abad 18 tatkala 
Sayyid Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) menyerukan untuk mengikuti 
ajaran Islam secara totalitas (kaffah) dalam rangka merubah tatanan dunia 
Islam yang masih dalam cengkeraman pihak penjajah. Semangat tersebut 
terus hidup dikalangan akademisi muslim baik yang berada di Timur mau 
pun Barat. 

Berkaitan dengan gagasan mengenai sistem ekonomi Islam, terdapat 
tiga pendekatan salah satunya adalah, pertama, tulisan Muhammad Bagir 
Sadr'” yaitu “Igtisaduna”" 
tidak memilki sistem ekonomi sebagaimana yang terdapat di Barat. Islam 


di mana beliau memaparkan bahwa ajaran Islam 


merupakan sistem kehidupan manusia secara menyeluruh, ia tidak dikaitan 
atau dipilah hanya untuk sebatas sebuah bagian yang parsial. Ekonomi adalah 
ekonomi dan Islam adalah Islam, philosophy keduanya adalah berbeda 
karena itu mengaitkan antar keduanya merupakan suatu kecenderungan yang 
kurang tepat. Untuk itu beliau menwarkan konsep Igtishaduna untuk 
mengganti “ekonomi Islam”, menurut beliau maknanya lebih mendekati 
karena arti kata gasd sendiri adalah seimbang, sama dan pertengahan. 
Kedua, kelompok madhhab mainstream yaitu suatu madhhab yang lebih 
kurang sama dengan sistem ekonomi konvensional namun mempunyai 
perbedaan falsafah dasarnya yaitu kalau sistem ekonomi konvensional lebih 
mengandalkan unsur agal manusia dalam menyelesaikan segala persoalan 
yang muncul maka madhhab mainstream lebih mengedepankan pandangan 
wahyu al-Gur'an dan Sunnah.” Persamaan keduanya adalah pada asumsi 
bahwa masalah ekonomi timbul dari sumber daya alam yang terbatas dan 
keinginan manusia yang tidak terbatas." Pengikut madhhab ini adalah M. 
Umer Chapra, M.A. Mannan, M. Nejatullah Siddigi". Pengikut madhhab 


Bab II Perbankan Syariah di Indonesia 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


